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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, 

transparan, dan akuntabel, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaannya mewajibkan 

penyelenggara untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pelibatan masyarakat menjadi penting. Pelibatan 

masyarakat juga dapat membantu kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi lebih 

tepat sasaran. 

Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dibuat sesuai dengan UU 

No. 25 tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun 2012. Pedoman ini memungkinkan penyelenggara 

pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik 

untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan. Penilaian masyarakat atas 

penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang 

berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Survei perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengguna layanan publik 

menilai layanan yang diberikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BMKG Pusat 

sebagai salah satu penyedia layanan Informasi dan/atau Jasa Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri 

PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil 

SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan 

mengembangkan metode pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, data 

akan akurat dan menyeluruh. 

Survei ini akan digunakan sebagai referensi dan evaluasi bagi penyelenggara layanan 

publik untuk melakukan perbaikan terus-menerus untuk mencapai kualitas layanan prima 

segera. Harapannya atas hak-hak warga negara akan terpenuhi dengan pelayanan prima. 
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1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

4. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 13 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui 

gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) BMKG Pusat. 

Adapun sasaran dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah : 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan;  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan. 

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat diperoleh manfaat, antara 

lain:   

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara 

pelayanan publik;  

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik;  
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3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;  

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;  

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. 
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BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) BMKG Pusat dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM).  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuesioner daring di 

website ptsp.bmkg.go.id. Kuesioner terdiri atas 20 (dua puluh) pertanyaan yang mewakili 9 

(sembilan) unsur sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 

kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

antara lain : 

1. Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi penerima pelayanan . 

3. Waktu Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 

proses pelayanan. 

4. Biaya atau tarif adalah tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan atau memperoleh pelayanan. 

5. Produk spesifikasi jenis layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan. 

6. Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksanan meliputi pengetahuan, keahlian ketrampilan dan pengalaman.  

7. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah mekanisme 

penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan daran dan masukan. 

9. Sarana dan prasarana yang terdiri dari Sarana adalah segala sesuatu yang dapat 

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
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pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, 

mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3    Lokasi Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara daring oleh responden melalui website 

ptsp.bmkg.go.id. Pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh responden sebagai 

penerima layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas 

himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan pada bulan Januari – November 2024 

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1. Persiapan Januari 2024 

2. Pengumpulan Data Januari – November 2024 

3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil November 2024 

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil November 2024 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Responden merupakan masyarakat yang mengajukan permohonan Informasi dan/ atau 

Jasa Kalibrasi, Penggunaan Alat dan Konsultasi Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, ke Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG Pusat. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah 

responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 319 responden, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 1.a Daftar Responden Survey Kepuasan Masyarakat Unit PTSP BMKG Pusat 

 

Berdasarkan Tabel 1.a, dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin laki- laki 

sebanyak 240 orang dan perempuan sebanyak 79 orang. Dari segi usia, responden berusia 

21-30 tahun sebanyak 69 orang, usia 31 – 40 tahun sebanyak 192 orang, usia 41-50 tahun 

sebanyak 47 orang dan usia >50 tahun hanya 10 orang. Responden yang berpendidikan 
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SD kebawah sebanyak 1 orang, SLTP sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 27 orang, 

D1/D2/D3 sebanyak 141 orang, D4/S1 sebanyak 135, S2 ke atas sebanyak 5 orang Dari 

segi profesi responden yang merupakan pelajar atau mahasiswa sebanyak 22 orang, yang 

berporfesi sebagai Dosen/Peneliti sebanyak 13 orang, pegawai swasta sebanyak 189 

orang, yang berprofesi sebagai PNS atau TNI atau POLRI sebanyak 28 orang , yang 

berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 52 orang, yang berprofesi sebagai pegawai 

BUMN/D sebanyak 15 orang. 

 

Gambar 1.a. Grafik Gambaran Umum Responden  

 

Gambar 1.b. Grafik Responden berdasarkan Kategori Jenis kelamin 
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Gambar 1.b. Grafik Responden berdasarkan Kategori Usia Responden 

 

Gambar 1.b. Grafik Responden berdasarkan Kategori Pendidikan Responden 

 

Gambar 1.b. Grafik Responden berdasarkan Kategori Pekerjaan Responden  
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1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur 

 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL SKM 

 

3.2 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 

 Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada 

unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BMKG Pusat sudah masuk ke dalam kategori 

Sangat Baik untuk semua unsur yang dinilai. Hal ini menunjukakan adanya peningkatan nilai 

Survey Kepuasan Masyarakat dari penilaian Tahun 2023. Namun nilai terendah dari nilai 

semua unsur yaitu nilai untuk unsur Biaya atau Tarif sebesar 3.54. Dalam hal ini untuk biaya 

atau Tarif yang diberikan sesuai dengan Tarif PNBP yang berlaku di Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 tahun 2018. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat 

digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut : 

● Pengguna layanan sering menyanakan terkait progres layanan yang diajukan, namun 

tindak lanjut secara langsung telah dilakukan oleh petugas layanan yaitu dengan 

menyampaikan status permohonan yang diajukan ke Unit Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) BMKG Pusat. 

● Pengguna layanan juga sering menanyakan terkait cara mengunduh dokumen layanan 

di website dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh petugas layanan yaitu dengan cara 

menjelaskan tahapan mengunduh dokumen layanan tersebut melalui media whatsapp, 

email maupun telepon. 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

● Permohonan yang diajukan oleh pengguna layanan sudah secara daring (online) melalui 

website, namun dalam untuk status permohonan masih belu detail sehingga pelanggan 

masih harus menanyakan kepada petugas layanan melalui media whatsapp, email, 

maupun menu pengaduan di website. 

● Dokumen layanan yang diterbitkan sesuai dengan permohonan yang diajukan sudah 

tersedia di akun website pelanggan dan bisa diunduh langsung apabila dokumen sudah 

tersedia, namun pelanggan masih banyak yang kesulitan dalam mengunduh dokumen 

layanan tersebut sehingga perlu diberikan penjelasan. 
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3.3 Rencana Tindak Lanjut 

Dari beberapa kendala tersebut telah ada beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu 

pengembangan website sehingga website bisa lebih mudah digunakan oleh pengguna layanan. 

Hasil dari pengembangan website akan bisa digunakan oleh pengguna layanan mulai tahun 

2025. Selain pengembangan website yang telah dilakukan tahun 2024 dan akan diaplikasin di 

tahun 2025, perlu juga ada sosialisasi terkait perubahan yang berlaku pada website ptsp 

tersebut. 

Kegiatan sosialisasi perubahan website ptsp tersebut akan dilakukan melalui Forum 

Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tahun 2025. Rencana 

tindak lanjut perbaikan hasil SKM dan pengaduan pelanggan dituangkan dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

TW I TW II TW III TW IV

Mengaplikasikan hasil pengembangan website 

kepada pengguna layanan
√ Tim Database

Memberikan sosialisasi terkait perubahan 

website ptsp kepada pengguna layanan melalui 

kegiatan Forum Konsultasi Publik 

√ Tim PTSP

2 Biaya atau tarif Perubahan PP PNBP Nomor 47 tahun 2018 √ √

Tim Rencana dan Tarif 

dan Tim Perundang-

undangan

No. Prioritas Unsur Program / Kegiatan
Waktu

Penanggung  Jawab

Waktu 

Penyelesaian
1
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BAB V 

KESIMPULAN 

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode 

mulai Januari hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

● Pelaksanaan pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG Pusat, secara 

umum mengalami peningkatan dari tahun 2024 ;  

● Pelaksanaan pelayanan publik di Pelayanan Terpadu Satu Pintu BMKG Pusat, secara 

umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 89.1; 

● Unsur Biaya atau Tarif memiliki nilai terendah yaitu 3,54 ; 

● Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kompetensi Pelaksana yaitu 

92,25 . 

 

 

Jakarta, 16 Desember 2024 

Plt.Kepala Biro Hukum, Humas dan Organisasi 

 

 

 

 

     Mohamad Muslihhuddin, SH, MH 

     NIP. 197407101999031001 

 

 



LAMPIRAN 
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2. Hasil Olah Data SKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya  

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan  

Survei Kepuasan Masyarakat 

Periode 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 

TAHUN 2023



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang 

berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan 

diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu 

asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif 

selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik.  

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional  telah 

merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik 

untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut 

adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara 

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong 

partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara 

pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan 

tersebut, maka Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perlu menyusun rencana 

tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal 

ini dimaksudkan agar proses continuous improvement dalam proses layanan publik 

dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 



 
 

BAB II 

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT 

 Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  

periode 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti 

dapat terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2023 

No Unsur IKM Mutu Layanan 

1 Persyaratan 3.59 Sangat Baik 

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.57 Sangat Baik 

3 Waktu Penyelesaian 3.61 Sangat Baik 

4 Biaya/Tarif 3.36 Sangat Baik 

5 Produk, Spesifikasi, dan Jenis 

Pelayanan 

3.37 Sangat Baik 

6 Kompetensi Pelaksana 3.57 Sangat Baik 

7 Perilaku Pelaksana 3.60 Sangat Baik 

8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan 

Masukan 

3.58 Sangat Baik 

9 Sarana dan Prasarana 3.54 Sangat Baik 

 

 Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi 

lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun 

sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk 

memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, 

maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai 

terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di 

bawah ini: 



 
 

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM   

No Prioritas Unsur Program/ Kegiatan 

Waktu 

Penanggung 

Jawab 
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 

1 Waktu 

Penyelesaian 

Melakukan evaluasi 

terhadap  Standar 

Pelayanan dengan 

melibatkan Masyarakat 

v    Tim PTSP 

  Pemeliharaan website 

PTSP supaya lebih 

mudah digunakan oleh 

pengguna 

v v v v Tim Database 

2 Biaya atau Tarif 

PNBP 

Melakukan evaluasi 

terhadap PP PNBP 

 v   Tim Perundang-

undangan  

 

 

 



 
 

BAB III 

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

No Rencana Tindak Lanjut Apakah RTL Telah 

Ditindaklanjuti 

(Sudah/Belum) 

Deskripsi Tindak 

Lanjut (Mohon 

Dijabarkan) 

Dokumentasi Kegiatan Tantangan/ 

Hambatan 

1 Melakukan evaluasi 

terhadap  Standar 

Pelayanan dengan 

melibatkan Masyarakat 

Sudah Untuk 

menyamakan 

persepsi dengan 

pengguna layanan 

terkait waktu 

pelayanan maka 

kami melakukan 

evaluasi standar 

pelayanan melalui 

kegiatan Forum 

Konsultasi Publik 

pada tanggal 29 

Februari 2024 

 

 

 

Kegiatan Forum Konsultasi 

Publik diselenggarakan secara 

luring dengan melibatkan 6 

unsur masyarakat. Tantangan 

yang dihadapi dalam kegiatan 

ini adalah ketika peserta 

memberikan rekomendasi 

terkait penyelesaian produk 

layanan yang dianggap cukup 

lama, namun setelah kami 

jelaskan tahapan-tahapan 

yang diperlukan dalam 

melakukan pengolahan 

informasi serta dasar hukum 

terkait waktu penyelesaian 

layanan kepada peserta FKP, 

mereka dapat memahami dan 

menyetujui. 

  



 
 

2 Pemeliharaan website 

PTSP supaya lebih mudah 

digunakan oleh pengguna 

Sudah Untuk lebih 

memudahkan dan 

mempercepat 

pelayanan maka 

tim website 

melakukan 

pengembangan 

website supaya 

lebih user friendly 

 

 

 

 Pembuatan aplikasi PTSP 

berbasis Android/IOS 

Sudah Untuk 

mempercepat dan 

mempermudah 

pengguna dalam 

mengajukan 

permohonan 

melalui website 

maka dilakukan 

pengembangan 

aplikasi PTSP 

berbasis 

Android/IOS untuk 

 

 



 
 

memudahkan 

pelanggan dalam 

mengajukan 

permohonan 

3 Perubahan Peraturan 

Peraturan Pemerintah 

Tentang Penerimaan 

Negara Bukan Pajak 

(PNBP) 

Sedang dalam proses Perubahan 

Peraturan Peraturan 

Pemerintah 

Tentang 

Penerimaan Negara 

Bukan Pajak 

(PNBP) sudha 

dimulai sejak tahun 

2022 dan sampai 

saat ini masih 

dalam proses 

pembahasan 

 

Dalam proses perumusan 
perubahan Peraturan 
Pemeritah Tentang tarif PNBP 
terhambat karena adanya 
Kedeputian baru di BMKG 
sehingga akan ada tambahan 
jenis layanan baru 



 
 

 

BAB IV 

KESIMPULAN  

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BMKG Pusat telah menindaklanjuti 

rencana tindak lanjut sebanyak 90% (prosentase dihitung dari realisasi tindak 

lanjut/jumlah rencana tindak lanjut x 100%) 

2. Tidak ada rencana tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti namun saja proses 

tindaklanjutnya belum selesai karena beberapa alasan, yaitu: 

- Proses pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang 

tarif PNBP di internal BMKG perlu mendapatkan masukan dari 

Sekretariat Utama dan Kedeputian Teknis 

- Proses pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang 

tarif PNBP di internal BMKG perlu mendapatkan masukan dari 

Dirjen Jenderal Anggaran PNBP, Kementerian Keuanga 

- Proses pembahasan Perubahan Peraturan Pemerintah tentang 

tarif PNBP di internal BMKG perlu diharmonisasi oleh 

Kementerian Hukum dan HAM 
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